
 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 
   REPUBLIK INDONESIA 

 

 

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

      NOMOR KP 1632 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

STANDARD OPERATING PROCEDURE  

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PERHUBUNGAN, 

 

Menimbang   :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 10, 

dan Pasal 18 pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Menteri 

Perhubungan tentang Standard Operating Procedure 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan; 
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Mengingat    :  1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 649); 
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9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 

2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 

tenang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 814); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 63); 

11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2017 

tentang Pengkasifikasian Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 429); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis 

dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 948); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

675). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT 
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PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

PERTAMA    : Menetapkan Standard Operating Procedure Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan, yang meliputi ruang lingkup: 

a. struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi 

Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan; 

b. mekanisme kerja; 

c. kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan 

tugas. 

 

KEDUA   : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA 

tercantum dalam Lampiran yang tidak dapat dipisahkan 

dari Keputusan Menteri ini. 

 

KETIGA   :  SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, 

dijadikan pedoman dan ditetapkan oleh masing-masing 

PPID disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

KEEMPAT   :  Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan 

informasi sebagai berikut : 

a) PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan 

Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui website 

PPID Kementerian Perhubungan; 

b) PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada di 

masing-masing lokasi dimana PPID Pelaksana dan 

PPID Pelaksana UPT berada. 

 

KELIMA   : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA 

dibebankan pada: 
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a) PPID Utama berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perhubungan. 

b) PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing unit kerja. 

 

KEENAM   : Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri 

Perhubungan secara berjenjang dan berkala/sewaktu-

waktu. 

 

KETUJUH   : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 

 

KEDELAPAN  : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di 

tetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  4 Oktober 2018       

       

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

               ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

2. Ketua Komisi Informasi Pusat; 
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3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para 

Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; 

4. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

5. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan. 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  KP 1632 TAHUN 2018 

TENTANG  

STANDARD OPERATING PROCEDURE  

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN  

 

 

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI 

PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATASAN PPID 

MENTERI PERHUBUNGAN 

PPID UTAMA 
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN 

PPID PELAKSANA 
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN 

PPID PELAKSANA 
DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN 

PPID PELAKSANA 
KEPALA BADAN KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN 

PPID PELAKSANA UPT 

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PPID PELAKSANA UPT 

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
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I. ATASAN PPID : Menteri Perhubungan 

 

II. PPID UTAMA : Sekretaris Jenderal 

 Manager Informasi : Kepala Biro Komunikasi dan 

Informasi Publik 

 Manager Sistem Informasi : Kepala Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

 Manager Dokumentasi : 1) Kepala Biro Perencanaan; 

2) Kepala Biro Kepegawaian dan 

Organisasi; 

3) Kepala Biro Keuangan; 

4) Kepala Biro Hukum; 

5) Kepala Biro Umum; 

6) Kepala Biro Layanan Pengadaan 

dan Pengelolaan Barang Milik 

Negara; 

7) Kepala Pusat Fasilitasi 

Kemitraan dan Kelembagaan 

Internasional; 

8) Kepala Pusat Pengelolaan 

Transportasi Berkelanjutan; 

9) Ketua Mahkamah Pelayaran. 

 Pengelola Dokumentasi : Seluruh Unit Bagian Eselon III di 

lingkungan Sekretariat Jenderal 

 Petugas informasi 

 

 
 

: Pegawai Biro Komunikasi dan 

Informasi Publik  

 

III. PPID PELAKSANA 

 

: Inspektur Jenderal, Para Direktur 

Jenderal dan Para Kepala Badan 

 Manager Informasi 

 

 

Manager Dokumentasi 

: 

 

 

: 

Sekretaris Inspektorat Jenderal, 

Para Sekretaris Direktorat Jenderal 

dan Para Sekretaris Badan 

Para Eselon II di lingkungan 

Inspektorat Jenderal, Direktorat 
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Jenderal dan Badan 

 Pengelola Dokumentasi  : Para Eselon III di lingkungan 

Inspektorat Jenderal, Direktorat 

Jenderal dan Badan.  

 Petugas informasi  : Pegawai yang menangani bidang 

kehumasan di  lingkungan 

Inspektorat Jenderal, Direktorat 

Jenderal dan Badan.  

 

IV. PPID Pelaksana UPT : Kepala UPT 

 Manager Informasi dan  

Dokumentasi 

: Unit yang menangani tugas dan 

fungsi di bidang Ketatausahaan 

atau Humas 

 Pengelola Dokumentasi  : Pejabat struktural / petugas  

yang membidangi kehumasan/ 

ketatausahaan/data/program/ 

bidang 

 Petugas informasi : Pegawai yang menangani 

kehumasan/ketatausahaan/data/

program di lingkungan unit kerja 
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B. MEKANISME KERJA 

 

Permohonan Informasi Publik 
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Permohonan Keberatan Informasi Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-12- 
 

 

Pengajuan Sengketa Informasi Publik 
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Penyusunan Daftar Informasi Publik 
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Penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan 
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Pendokumentasian Informasi Publik 
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Pengujian Konsekuensi 
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C. KUALIFIKASI/PERSYARATAN PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS 

 

1. KUALIFIKASI KUALIFIKASI ATAU PERSYARATAN PERSONIL PPID 

UTAMA  

 

Manager Informasi : Pejabat yang memiliki fungsi 

pelaksanaan komunikasi dan 

informasi publik  

Manager Sistem Informasi : Pejabat yang memiliki fungsi 

pengembangan sistem teknologi 

informasi dan komunikasi 

Manager Dokumentasi : Pejabat yang memiliki atau 

menguasai dokumentasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal 

Pengelola Dokumentasi : Seluruh unit bagian di lingkungan 

Sekretariat Jenderal 

Petugas informasi : Pegawai yang memiliki kompetensi 

dalam bidang pelayanan, 

pengelolaan, dan penyimpanan 

informasi serta fungsional dan 

kehumasan. 
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2. KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN PERSONIL PPID PELAKSANA 

 

 

Manager Informasi  

 

 

 

Manager Dokumentasi 

: 

 

 

 

: 

Pejabat yang memiliki fungsi 

pelaksanaan komunikasi dan 

informasi publik  

 

Pejabat yang memiliki atau 

menguasai dokumentasi di 

lingkungan Inspektorat Jenderal 

atau Direktorat Jenderal dan atau 

Badan 

 

Pengelola Dokumentasi : Seluruh unit bagian di lingkungan 

Inspektorat Jenderal atau 

Direktorat Jenderal dan atau Badan 

 

Petugas Informasi : Pegawai yang memiliki kompetensi 

dalam bidang pelayanan, 

pengelolaan, dan penyimpanan 

informasi serta fungsional dan 

kehumasan di lingkungan 

Inspektorat Jenderal atau 

Direktorat Jenderal dan atau Badan 
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3. KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN PERSONIL PPID UPT 

 

 

Manager Informasi dan 

Dokumentasi 

: Unit yang menangani tugas dan 

fungsi di bidang Ketatausahaan 

atau Humas di Unit Pelaksana 

Teknis 

Pengelola Dokumentasi : Pejabat struktural / petugas  yang 

membidangi kehumasan/ 

ketatausahaan/data/program/ 

bidang di lingkungan Unit 

Pelaksana Teknis 

Petugas Informasi 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

: Pegawai yang memiliki kompetensi 

dalam bidang pelayanan, 

pengelolaan, dan penyimpanan 

informasi serta fungsional dan 

kehumasan di lingkungan Unit 

Pelaksana Teknis 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

 


